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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

PROGRAM DOKTER LAYANAN PRIMER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Pendidikan Kedokteran, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Program Dokter Layanan

Primer;

Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
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Menetapkan

2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional
Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 693);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PROGRAM DOKTER LAYANAN PRIMER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Dokter Layanan Primer yang selanjutnya disingkat DLP
adalah dokter yang mendapatkan pendidikan setara
spesialis yang menerapkan prinsip ilmu kedokteran
keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran komunitas,

dan ilmu kesehatan masyarakat, serta mampu memimpin
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dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat
primer yang berkualitas.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya
disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi
kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan,
dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan
bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam
rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai
dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Fakultas Kedokteran adalah himpunan sumber daya
pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan
mengelola pendidikan dokter.

Organisasi Profesi Dokter yang selanjutnya disebut
Organisasi Profesi adalah organisasi yang memiliki
kompetensi di bidang kedokteran yang diakui oleh
Pemerintah.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2
Program DLP merupakan kelanjutan dari program profesi
dokter dan program internsip yang setara dengan dokter
spesialis.
Program DLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat pilihan pendidikan profesi kedokteran.
Program DLP setara dengan program dokter spesialis
dalam hal standar pendidikan, pengakuan, dan
penghargaan terhadap lulusan.
Program DLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diselenggarakan melalui program studi kedokteran
layanan primer.
Lulusan program DLP sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
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Pasal 3
Program DLP diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran
yang memiliki program studi kedokteran dengan
peringkat terakreditasi A atau unggul.
Fakultas Kedokteran dalam menyelenggarakan program
DLP berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dalam bentuk penjaminan mutu uji
kompetensi.
Fakultas Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran yang
memiliki program studi kedokteran dengan kategori
akreditasi setingkat lebih rendah dalam menjalankan
program DLP untuk mempercepat terpenuhinya

kebutuhan DLP.

Pasal 4
Program DLP dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai
dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
Program DLP dapat diselenggarakan melalui rekognisi
pembelajaran lampau sesuai dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Mahasiswa program DLP dinyatakan lulus apabila telah
menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan
memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan  yang
mengatur mengenai pendidikan kedokteran.

Capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam standar pendidikan dan
standar kompetensi.

Standar pendidikan dan standar kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh

kolegium bersama dengan kementerian yang
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